ABSTRAK

Kontrak Bagi Hasil Gross Split merupakan salah satu jenis kontrak dalam kegiatan
usaha hulu migas yang menerapkan prinsip pembagian gross produksi tanpa
mekanisme pengembalian biaya operasi. Pada Kontrak Bagi Hasil Gross Split,
seluruh biaya operasi menjadi tanggung jawab kontraktor, sementara pembagian
hasil produksi ditentukan berdasarkan persentase gross produksi yang sudah
ditetapkan sejak awal kontrak. Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
perkembangan pengaturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split di Indonesia dan
menganalisis kepastian hukum perkembangan pengaturan kontrak tersebut dalam
hubungan kontraktual antara pemerintah dengan KKKS. Penelitian ini
menggunakan metode doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan, historis,
dan konseptual. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan
Kontrak Bagi Hasil Gross Split di Indonesia telah mengalami perkembangan sejak
pertama kali diatur dalam Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2017, yang mendapat
perubahan melalui Permen ESDM Nomor 52 Tahun 2017, Permen ESDM Nomor
20 Tahun 2019, dan Permen ESDM Nomor 12 Tahun 2020 hingga terakhir
diperbaharui melalui Permen Nomor ESDM 13 Tahun 2024. Keseluruhan
perubahan peraturan tersebut dapat diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) periode.
Adapun perkembangan pengaturan Kontrak Bagi Hasil Gross Split di Indonesia
terjadi dalam kurun waktu yang relatif singkat. Hal tersebut berpotensi
menimbulkan ketidakpastian hukum bagi KKKS sebagai salah satu pihak dalam
Kontrak Bagi Hasil Gross Split.
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